PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 420/ 156 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKCOLAH DASAR
(5D] NEGERI WAETINA KECAMATAN NAMROLE

KABUPATEN BURU SELATAN
BUPATI BURU SELATAN,

bahwa dalam ranghka mempercepal pelaksanaan Otonomi
Dasrah di Pendidikan Kabupaten Buru Selaian, mika
dipandang perlu untuk memberikan [in Operasional
Pendidikan Sekolah Dasar (SD| Negeri Waetina Kecamatan
Namrole;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas. maka lzin Operasional Pendidikan
Sekalah Dasar (SD] Negen Waetina Kecamatan Namrole
Kabupaten Buni Selatan, perlu  ditetapkan  dengan
Keputusan Bupati;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indenesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor a0 Tahun 2003 tentang Sistes
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tghun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Megara
Republik indonesia Nomor 3390}

Undang - Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang
parimbangan Keuangan antara  Pemerintah _P'u-m dan
Pemerintah Dierah |Lembaran Wegari Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan  Lembarin Hejara
Fepublik Indonesia ::::: 44,;?, rhun 2008 teatang
Undnng-Und-nh:nhu ten Buru Selatan di Provinsd Maluku
Fﬂnt:mepm IHj.':'[.'-ul'.ll in Tahun 2008 Momor
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ik Indones
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105,
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6. Undang- Undang

. Nomor 23 Tahun 2014 tentang
,E:“m*:;'r: ?lﬂtmh (Lembaran Negara Republik Indonesia
: omor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang
Pendidikan Par Sekolah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Neomor 56 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

8, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Luar Biasa;

9, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran
Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

0. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawssan Penyelenggaragn
Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buru Selatan {Lembaran Daerah Habupaten
Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016};

17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017,

18. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 55 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danE RN
Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

i Izn D‘ptraainnai

Kepu usSan Bupati Buru Selatan Tentang L

ﬂ'tdﬂ'r.ﬂ.'l'l- qﬂ'kblﬂh Dasar ‘SDF HCEEI"l Wantina Kecamatan
Penal b

le, vang kegiatan pembelajaran dimulai dar Tahun
Namroke,
pelajaran 2016/2017,

pwenan gan Dj
lola Sekolah Dasar (3

: n kepada pengeios |

Mcmheﬂkﬂdmm pr:aﬂ Kegiatan pgndn:l'lkan gesual denga

Waitina

Ketentuan Yang berlaku.



KETIGA ! Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Untuk dijadikan bahan
dalam mengatasi kesulitan vang dihadapi dalam  rangka

pengelolaan pendidikan:

KEEMPAT . Segala biaya vang timbul sebagai akibat dikeluarkannyn
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanjn  Daerah  Hobupatenn Burg  Selatan DPA-Dinas
Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2007

KELIMA ¢ Keputusan inl mulsi berlaku pada tangeal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudion han terdapat kekeliruan dalam
keputusan inl akan diadakan diperbaikan sebagnimana

mestinym

Ditetapkan di Namrole
paditanggal 29 Agustus 2017

/¢ BUPAT( BURU SELATAN,

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Menteri Pendidikan Republik Indonesia, di Jakarta;
Gubernur Maluku, di Ambon;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, di Ambon;
Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, di Namrole;
Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan di Namrole;

Inspektur Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru Selatan, di

Namrole;
B. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Namrole, di Namrole,

9. Kepala SD Negeri Waitina, di Namrole;
10, Pertinggal.
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